_ BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang  : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat
telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat dengan
Keputusan DPRD Nomor 32 Tabun 2009, Tanggal 20 Agustus
2009 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 1 Tahun 2009 Seri D Tanggal 7 September
2009,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Langkat;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tabun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten—Kabupatcn Dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58),
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
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Menetapkan :

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuvangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan
Tbukota Kabupaten Dati 11 Langkat dani Binjai ke Stabat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat I Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Langkat dan Kabupaten Dacrah Tingkat I
Deli Serdang (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3323);

6. Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2005 teptang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwn 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahmn 2007 tentang Pembagian
Urvsan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provins), dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tabun 2009 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
KABUPATEN LANGKAT
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Pasal 1
Menghunjuk Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Langkat
sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daersh Nomor 4 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Kabupaten Langkat.

_ Pasal 2
Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang tekmis

pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih Janjut dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 8 September 2009

BUPATI LANGKAT,

dio

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 8 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto
H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR 25
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